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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT-Tuhan maha 

pemilik alam. Nikmat sehat selalu kita manfaatkan semata untuk 

menghamba pada-NYA. Penghormatan saya sampaikan Pimpinan Bawaslu 

Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan bimbingan sehingga 

laporan penanganan sengketa proses pemilihan umum (Pemilu) 2019 dapat 

terselesaikan. Kepada seluruh staf pendukung Bawaslu Kota telah 

membantu menyempurnakan laporan ini kami ucapkan terima kasih. 

  Dalam pengantar ini, Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota 

Samarinda berusaha menghadirkan data dan hasil penanganan sengketa 

proses Pemilu yang pernah diajukan peserta Pemilu. Bawaslu memiliki 

sandaran khusus menangani sengketa yakni diatur di peraturan Bawaslu 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses 

Pemilu. Ini mengatur detil bagaimana mekanisme Bawaslu menerima, 

mengkaji, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu. 

 Laporan singkat ini disampaikan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu 

Kota Samarinda untuk menampilkan penanganan sengketa proses di Kota 

Samarinda. Kami berharap kebutuhan administrasi laporan ini terpenuhi 

guna memperkuat dasar pertanggungjawaban penggunaan anggaran Divisi 

Sengketa. Semoga output laporan ini dapat diaplikasikan dan dijadikan 

evaluasi perbaikan mendatang. Mewakili Bawaslu Kota Samarinda 

menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelaporan ini terdapat 

kesalahan. Semoga materi laporan ini dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

Anggota Bawaslu Kota Samarinda 

Koordinator Penyelesaian Sengketa 

 

 

 

Imam Sutanto 
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LAPORAN AKHIR 

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 

BAWASLU KOTA SAMARINDA 

 

A. Pendahuluan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu 

semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa 

perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota 

Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 

2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah 

pemilu Indonesia yang masih banyak potensi terjadinya pelanggaran 

dan sengketa tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang 

terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan 

mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan 

lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Keberadaan 

Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu 

semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan 

Undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi 

perubahan. Perubahan itu tidak lain menunjukan untuk memperkuat 

keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. 

Kewenangan Bawaslu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi 

pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil 

pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian 

Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 Undang-

undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagai sengketa 

proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta 

pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Peran 

Bawaslu dalam memutuskan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

(PSPP) adalah sebagai quasi pengadilan. Menurut Jimly Asshiddiqie 

dalam kata pengantar buku berjudul Putih Hitam Pengadilan Khusus 
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yang diterbitkan Komisi Yudisial, lembaga-lembaga yang bersifat 

mengadili, tetapi tidak disebut sebagai pengadilan merupakan bentuk 

quasi pengadilan atau semi pengadilan. 

Kewenangan menangani sengketa proses pemilu yang dimiliki 

Bawaslu berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan Mahkamah 

Konstitusi (MK) yang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya final dan mengikat dalam empat domain. Pertama, 

kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, kedua 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ketiga 

memutus pembubaran partai politik. Keempat, kewenangan 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan hasil pemlu. 

Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang 

menangani sengketa proses pemilu. 

 Bawaslu berupaya melakukan upaya pencegahan sengketa 

Pemilu (pencegahan pelanggaran, penyimpangan, dan iregularitas) 

mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum (Electoral 

Disputes Resolution, EDR) baik dalam bentuk korektif (Corrective) 

melalui gugatan pemilu (electoral challenge) maupun dalam bentuk 

penegakan ketentuan (Punitive) baik yang menyangkut ketentuan 

administratif maupun pidana Pemilu. Mekanisme penyelesaian 

sengketa Pemilu alternatif (Alternative Electoral Disputes Resolution, 

AEDR) sesungguhnya sudah termaktub pada Pasal 466 dan 467 

undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

 Selanjutnya perihal apa saja yang dapat dijadikan objek 

sengketa proses Pemilu? Ini petunjuknya; “Sengketa proses Pemilu 

meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa 

Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat 

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan 

keputusan KPU Kabupaten/Kota” (Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017). Sementara pada Pasal 467 “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, 
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dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian 

sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan 

KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. 

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu 

dan/atau Peserta Pemilu”. 

 Artinya ketentuan tentang tata cara menyelesaikan sengketa 

proses Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu sepenuhnya. Secara 

spesifik perkara sengketa yang bakal muncul sengketa adalah 

keputusan KPU terkait penetapan verifikasi syarat pendirian partai 

politik, penetapan partai politik peserta Pemilu 2019, verifikasi berkas 

calon legislatif, penetapan daftar calon sementara (DCS), penetapan 

daftar calon tetap (DCT), keputusan KPU tentang penetapan jadwal 

kampanye, titik penempatan alat peraga kampanye, penetapan 

wilayah daerah pemilihan (Dapil), penetapan daftar pemilih tetap 

(DPT) dan keputusan lainnya berkaitan dengan proses pelaksanaan 

Pemilu 2019. Sebagai lembaga yang miliki kewenangan, positioning 

Bawaslu tidak boleh menolak permohonan sengketa proses dan wajib 

ditindaklanjuti hingga menerbitkan putusan. 

 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusuan laporan ini sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir 

diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang 

Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Tata Usahan Negara; 

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di 

Pengadilan Tata Usaha Negara; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2017 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 
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2017 dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 

Umum; 

5. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 

6. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 dan Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 

Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota. 

Peraturan Bawaslu di atas menjadi “alat kerja” penanganan 

sengketa proses Pemilu. Skema kerja dan terusan sengketa 

pascaputusan Bawaslu juga diatur, dalam hal ini adalah pengadilan 

tata usaha Negara (PTUN). 

 

C. Latar Belakang 

Lembaga Bawaslu sendiri telah merubah peraturan tatacara 

penyelesaian sengketa Pemilu setidaknya 3 (tiga) kali. Hingga 

akhirnya Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Ketiga yakni Nomor 5 

Tahun 2019 yang memiliki terminologi objek sengketa lebih progresif 

dan lugas. Sebelumnya pada Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 pada 

Pasal 4, pada ayat (1) diterangkat bahwa “Sengketa proses Pemilu 

terjadi karena; a. hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh 

tindakan peserta Pemilu lain; b. hak peserta Pemilu yang dirugikan 

secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU 

Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, 

keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.  
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Sementara pada ayat (2) diterangkan objek sengketa adalah  

“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat 

keputusan dan/atau berita acara”. Hasil dari penyelesaian sengketa 

para pihak, jika dapat merugikan peserta Pemilu, bisa mengajukan 

sebagai pihak terkait (Pasal 9).  

Nah, pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 4 dirubah 

dengan membatasi objek sengketanya. Jika keputusan KPU 

merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif 

Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh 

Bawaslu, Keputusan atau Berita Acara KPU merupakan tindak lanjut 

dari penanganan sentra Gakkumdu atau putusan pengadilan terkait 

Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap. Keputusan atau Berita Acara KPU hasil penghitungan suara, 

rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. 

Kesemuanya tidak dapat diregister dan dituangkan dalam formulir 

model PSPP 07 (Permohonan tidak dapat diterima) (Pasal 4A). 

Sementara yang masih belum mendapat perhatian adalah 

mekanisme teknis bagaimana hukum acara menyelesaikan sengketa 

secara cepat. Pasal 6A mengatur kewenangan menyelesaikan 

sengketa acara cepat bahkan hingga Panwaslu Kecamatan. Namun 

tidak diatur objeknya, tenggat waktu dan jenis putusannya.  

Meski demikian, secara umum upaya pencegahan yang 

dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dengan bersurat kepada peserta 

Pemilu terkait potensi rawan sengketa dan regulasi yang wajib 

dipatuhi peserta Pemilu. Setelah mereka memahami regulasi tidak 

terjadi sengketa. Berkoordinasi dengan KPU dan jajarannya ke bawah 

untuk cermat dan teliti mengambil dan melaksanakan setiap 

keputusan. Sebab sedikit saja celah, dapat berpotensi disengketakan 

peserta Pemilu. Upaya pencegahan dilakukan seperti; 

a. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-

undangan kepada peserta Pemilu; 
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b. Audiensi kepada pengadilan tata usaha Negara (PTUN) selain 

sebagai partner, diharapkan bisa bersinergi terkait tugas dan 

kewajiban masing-masing lembaga; 

c. Memberi masukan dan rekomendasi KPU sebelum menerbitkan 

keputusan, sehingga nantinya tidak berpotensi timbul sengketa; 

d. Memastikan hasil pengawasan Bawaslu setiap tahapan Pemilu 

berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi sengketa Bawaslu 

memiliki data penguat untuk dasar meneberbitkan putusan. 

Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan aktifitas penunjang 

pengetahuan Divisi Penyelesaian Sengketa diantaranya sebagai 

berikut : 

a. Melakukan “jajak pendapat” bersama peserta Pemilu, terkait 

pengetahuan mereka tentang beracara (sengketa) di Bawaslu; 

b. Mencari informasi terkait antisipasi peserta Pemilu mana yang 

akan mengajukan permohonan sengketa; 

c. Membuat rencana kajian setiap keputusan KPU yang akan 

diterbitkan tiap tahapannya;  

d. Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu 

setingkat diatasnya untuk memberikan arahan dan bimbingan 

teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu; 

e. Memperkuat jaringan dan korespondensi kepada Bawaslu 

setingkat diatasnya untuk memberikan arahan dan bimbingan 

teknis terkait tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

f. Berupaya menyediakan perangkat lunak seperti website dan 

media sosial. Ini bertujuan agar seluruh informasi tentang 

tatacara dan proses mengajukan permohonan sengketa dapat 

dijangkau luas. Meski demikian, pola penerimaan permohonan 

tidak langsung ini belum pernah dilakukan. 

 

D. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan dari pembuatan laporan ini sebagai bentuk 

ketaatan administrasi sebagaimana tugas dan kewajiban Bawaslu 
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Kabupaten/Kota diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Tak 

hanya itu, laporan ini bertujuan sebagai rujukan literasi pelaksanaan 

kewenangan Bawaslu karena ini baru pertama kalinya menjadi 

lembaga pengadil. Mengapa demikian, karena setiap Pemilu atau 

event politik dinamika dan jenis pelanggarannya (baca modus) 

berbeda dan kewenangan Bawaslu pada Pemilu 2019 tergolong baru. 

Berubahnya Undang-undang meniscayakan penyesuaian pola kerja 

pengawasan dan cara mengatasinya. Mengharuskan pengawasan 

lebih ketat dan terukur. Sejumlah pelanggaran yang ditindak pada 

pemilihan kepala daerah serentak 2018 jangan terulang kembali di 

moment Pemilu 2019 nanti. 

Laporan ini juga penting disusun untuk bahan evaluasi bagi 

kualitas kerja pengawas Pemilu mendatang. Laporan ini akan 

berguna menentukan arah kebijakan pengawasan setiap tahapan 

Pemilu. Putusan sengketa proses Pemilu yang diterbitkan bisa saja 

menjadi alat ukur meminimalisir setiap potensi sengketa. Ini penting 

agar potensinya tidak semakin tinggi dan azas profesionalisme 

penyelenggara makin bertumbuh. 

 

E. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses 

Pemilihan Umum. 

a. Permohonan Diajukan dan Diregistrasi  

Pemohon Ardiansyah pekerjaan wiraswasta, 

kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan 

Bendahara Gang Karya 4 Kelurahan Baqa Kecamatan 

Samarinda Seberang, Nomor telepon atau Nomor Handphone 

085250445272 dan Pemohon Arkilius Tunoq pekerjaan 

wiraswasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat 

di Jalan Kampung Terajuk RT. 04 Kelurahan/Desa Terajuk 

Kecamatan Nyuatan, Nomor telepon atau Nomor Handphone 

0823581428 sebagai Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan 
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Persatuan Indonesia Kota Samarinda yang telah mendaftarkan 

calon anggota legislatif DPR 2019-2024 ke Komisi Pemilihan 

Umum Kota Samarinda. Dalam hal ini mengajukan 

permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 

121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil 

Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon 

Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.  

Pokok Permohonan adalah Pertama, pada Dapil 5 (lima) 

meliputi Sungai Pinang dan Samarinda Utara yaitu salah satu 

calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia (PKPI) bernama Sumadi, terdapat kekurangan surat 

keterangan kesehatan jiwa (rohani) sehingga dinyatakan tidak 

memenuhi syarat. Kedua, pada Dapil 3 (tiga) meliputi Sungai 

Kunjang yaitu salah satu calon anggota legislatif dari Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia bernama A. Ridwan. ST, 

dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta 

bukti fisik (asli) pada masa atau batas waktu akhir perbaikan 

berkas sampai pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 Juli 

2018 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu antara 

lain: (1) Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) dan (2) Surat 

keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren 

Pondok Madinah Makassar Tahun Ajaran 1993-1996 yang 

dinyatakan lulus. 

Proses penyelesaian sengketa dengan dikeluarkan Berita 

Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 

Mencapai Kesepakatan dengan nomor permohonan: 

01/PS/23.01/VIII/2018 dan Putusan Terjadinya Kesepakatan 

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor 

permohonan: 01/PS/23.01/VIII/2018.  

b. Permohonan Tidak Diterima dan Tidak Diregister  

Bawaslu Kota Samarinda hanya menerima 1 (satu) 
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permohonan sengketa dan diregister. Tidak ada permohonan 

yang tidak diterima dan tidak diregister. 

 

2. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. 

a. Sepakat Mediasi 

Bawaslu Kota Samarinda melakukan mediasi antara pemohon 

dan termohon pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 

dengan hasil kesepakatan sebagai berikut : 

1. KPU Kota Samarinda memberikan kesempatan kepada 

Pemohon memperbaiki keterangan sehat jasmani dan rohani 

sdr. Sumadi yang berada di wilayah Kota Samarinda dengan 

batas pengumpulan pada Kamis tanggal 23 Agustus 2018 

dan diserahkan di Kantor KPU Kota Samarinda hingga pukul 

16.00 Wita. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu 

kesepakatan dimaksud telah dipenuhi Pemohon. 

2. KPU Kota Samarinda, menerima berkas ijazah Sarjana S1 

dilegalisir serta meminta tenggat waktu untuk verifikasi 

faktual terhadap keabsahan ijazah atau surat keterangan 

milik sdr. A. Ridwan yang telah dikeluarkan Yayasan 

Pendidikan Khadijah Makassar, tertanggal 23 Juli 2018. 

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ijazah Pemohon 

sdr. A. Ridwan telah sesuai ketentuan dan diterima KPU 

Kota Samarinda.  

 

3. Tindak Lanjut Pada PTUN 

Pada sengketa proses pemilu, sengketa dibawa oleh pemohon 

kepada Bawaslu untuk dikaji.  Tahap pertama penyelesaian 

adalah dengan melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Jika 

mediasi gagal, para pihak dapat memilih melakukan ajudikasi. 

Atas putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, para pihak dapat 

mengajukan upaya hukum atas ketidaksetujuannya terhadap 

putusan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 
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Tenggang waktu proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu 

adalah 12 hari, mulai dari menerima permohonan penyelesaian 

sengketa hingga memutus penyelesaian sengketa. Dalam hal 

tindak lanjut pada PTUN, permohonan yang diterima Bawaslu 

Kota Samarinda telah putus pada tingkat mediasi. 

 

4. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf b, 

memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan 

pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. 

Sementara pada pasal 95 huruf d, Bawaslu berwenang menerima, 

memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus 

penyelesaian sengketa pemilu dan Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah 

dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 

18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu 

Kota Samarinda tidak ada menangani Sengketa Acara Cepat. 

 

F. Evaluasi 

1. Faktor Pendukung 

Potensi sengketa peserta Pemilu sangat mungkin terjadi di 

setiap tahapannya. Upaya pencegahan harus terus dilakukan; 

seperti sosialisasi Undang-undang dan peraturan perundang-

undangan kepada peserta Pemilu. Memastikan pengawasan 

Bawaslu di tiap tahapan berbasis data. Ini bertujuan jika terjadi 

sengketa, memiliki data penguat untuk dasar menerbitkan 

putusan. Seluruh proses penyelesaian sengketa proses Pemilu di 

Bawaslu Kota Samarinda berjalan lancar dan sukses, KPU juga 

menindaklanjutinya dengan professional dan sesuai ketentuan 

Pasal 463 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni 3 

(tiga) hari kerja. 
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Selanjutnya supporting dari kesekretariatan Bawaslu Kota 

Samarinda harus ditingkatkan. Dalam rangka melaksanakan PP 

Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. Bahwa sekretariat dimpimpin 

Kepala sekretariat mempunyai tugas. 

Bertugas mendukung administrasi dan teknis operasional 

Bawaslu Kabupaten kota serta koordinasi dengan pemerintah 

daerah dan instansi terkait (Pasal 29). Artinya secara rinci 

termasuk fasilitasi pelaksanaan penyelesaian sengketa, sekretariat 

memiliki fungsi fasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, 

penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa 

proses Pemilu (Pasal 30 huruf d). Bahkan jika diperlukan, guna 

menunjang pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa, 

Bawaslu dapat menunjuk tenaga ahli untuk membantu (Pasal 52 

ayat 1). 

2. Tantangan dan Hambatan  

Dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kota 

Samarinda menemui sejumlah permasalahan seperti :  

1. Kurangnya pemahaman teknis tata cara menangani 

sengketa. Ini beralasan mengingat kewenangan ini baru 

diundangkan dan komisioner Bawaslu yang notabenenya 

bukan berasal dari basic hukum; 

2. Minimnya sumber daya manusia (SDM) baik staf pendukung 

dan pelaksana (termasuk tim ahli). Ini berimbas pada hasil 

kajian dugaan pelanggaran dan penerapan pasal 

pelanggaran Pemilu yang terkadang tidak relevan dan 

cenderung error in persona; 

3. Minimnya sarana pra sarana persidangan seperti ruang 

sidang tidak representatif, sarana persidangan minim, palu 
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sidang, perangkat telekomunikasi, perangkat perekam yang 

tidak mampu merekam seluruh kejadian proses sengketa; 

4. Sumber daya pendukung seperti perisalah, notulensi yang 

belum mengerti betul apa yang semestinya dilakukan. 

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terdapat sejumlah 

hambatan sebagai berikut : 

1. Peserta Pemilu yang merasa tidak harus menghadiri 

undangan Bawaslu baik dalam tahapan mediasi atau 

adjudikasi. Ini cukup beralasan mengingat karena 

kewenangan Bawaslu yang tergolong baru; 

2. Limit waktu yang diberikan untuk mediasi yang hanya 2 

kali. Sementara termohon, pemohon atau para pihak 

biasanya tidak mengetahuinya.  

3. Ketidaktahuan KPU untuk menindaklanjuti putusan 

Bawaslu, beranggapan putusan tindaklanjut bukanlah 

kewajiban KPU karena Bawaslu lembaga bukan hierarki 

vertical (atasannya), melainkan setara horizontal. Karenanya 

KPU merasa putusan Bawaslu tidaklah wajib 

ditindaklanjuti. 

Dalam menangani sengketa proses Pemilu Bawaslu Kota 

Samarinda menerbitkan 1 (satu) putusan. Setelah dijalani 

prosesnya tidak sesulit yang dibayangkan, namun terkendala 

sarana prasarana penunjangnya, sehingga reputasi dan 

marwah Bawaslu menjadi tidak terlihat. Secara umum putusan 

penyelesaian sengketa proses Pemilu berhasil dan telah 

ditindaklanjuti KPU. 

Kelemahan proses penyelesaian sengketa proses Pemilu 

adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya 

tenaga ahli. Terbatasnya man power membuat kualitas 

penanganan proses sengketa Pemilu dipertaruhkan. Namun 

sejauh ini tidak terdapat perdebatan berarti menjurus pada 

dugaan tidak profesionalnya Pengawas Pemilu. 
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G. Rekomendasi 

Untuk perbaikan dan bahan evaluasi penyelesaian sengketa 

proses Pemilu mendatang. Berikut sejumlah rekomendasi 

disampaikan : 

1. Mendorong sekretariat agar mendukung penuh pelaksanaan 

penyelesaian sengketa, dengan memberi bimbingan teknis dan 

supporting anggaran. Ini semata menjalankan PP Nomor 68 Tahun 

2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, 

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota; 

2. Mendorong optimalisasi peran sekretariat memahami alur 

penyelesaian sengketa yang tertera di Perbawaslu 18 Tahun 2018, 

dengan cara memberi bimbingan teknis dan simulasi; 

3. Memberi latihan teknis kepada staf pendukung agar memahami 

alur teknis penyelesaian sengketa. Sekretariat menggelar latihan 

penyelesaian sengketa seperti bagaimana menerima permohonan, 

memeriksa berkas, meregistrasi, membuat risalah, membuat berita 

acara mediasi, membuat putusan dan lainnya; 

4. Memohon kepada Sekjen Bawaslu RI menerbitkan surat edaran 

sebagai penguatan dukungan fasilitasi sarana prasarana dan 

anggaran pelakasanaan penyelesaian sengketa di lingkungan 

sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota; 

5. Dimungkinkan menambahkan sumber daya manusia (SDM) 

mumpuni dengan latar belakang hukum agar mengetahui persis 

tata cara hukum acara termasuk menguasai kajian hukumnya; 

6. Dilakukan penambahan sarana prasarana terutama perangkat 

elektronik dan perangkat lunak semacam sistem penerimaan, 

penanganan dan pusat informasi penyelesaian sengketa Bawaslu; 

7. Bawaslu membuat modul pedoman tentang mekanisme teknis 



pemeriksaan acara cepat. Sebab di Perbawaslu 18 Tahun 2017,

Nomor 27 Tahun 2018 dan Nomor 5 Tahun 2019 belum diatur, ini
agar ada kepastian hukum acara sengketa dan produk

putusannya dapat seragam.

Samarinda, L5 Agustus 2Ol9

Anggota Bawaslu Kota Samarinda

Koordinator Penyelesaian Sengke ta /.

{Z Laporan DivisiPenyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
l, Bawastu Kota samarinda
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Sekretariat ; Jl. Arjuna No. 07 RT. 8, Samarinda, lGlimantan Timur
Email : panwasl ukota.sama inda2l I 7@gmail 

" com

t
FORMULIR MODEL PSPP 11 r

PANGGILAN MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

PEMILU

Nomor
Lampiran
Hal

: 379/K.Bawaslu-Prov.Kl-1 0/HK-08/08/201 I
:-
: Pemanggilan MediasiPenyelesaian

Sengketa Proses Pemilu

Yth. Komisi Pemilihan Umum
Kota Samarinda
di-

Tempat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan ini
memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
sebagai Termohon dalam perkara permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu yang telah didaftarkan di dalam buku registrasi perkara

Penyelesaian Sengketa nomor : 01IPSt.23.01ff11U20{8, untuk menghadiri
mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang akan di
selenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Pukul : 13.00 WITA sld selesai
Tempat : Ruang Pe(emuan Bawaslu Kota Samarinda
Acara : Sidang Mediasi Perkara Pengketa Proses Pemilu 2019

Bakal Caleg DPRD Kota Samarinda

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2A17 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik
lndonesia Tahun 2A17 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia nomor 6109), Maka para pihak untuk menghadiri agenda
mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Demikian Pemanggilan lni di sampaikan atas kehadirannya di ucapkan
terimakasih.

Samarinda, 20 Agustus 2018



s-r> BAWASLU
W, iltsTx"t-ffirx'ffilfffu
Sekretariat : Jl. Arjuna No. 07 RT. 8, Samarinda, lGlimantan Timur
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FORMULIR MODEL PSPP 11 'I
PANGGILAN MEDIASI .

I
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES I

I::Y:Y_ --___i

Nomor : 380/K.Bawaslu-Prov.KI-10/HK-08/08/2018
Lampiran : -
Hal : Pemanggilan MediasiPenyelesaian

Sengketa Proses Pemilu

Yth. Ardiansyah dan Arkilius
Tunoq
di-
Tempat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan ini
memberitahukan kepada Saudara Ardiansyah dan Arkutius Tunoq {Ketua
dan sekretaris DPD PKPI Kota samarinda) sebagai Pemohon dalam
perkara permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah
didaftarkan di dalam buku registrasi perkara Penyelesaian Sengketa
nomor : 0lIPS/23.01/vilm0l8 untuk menghadiri mediasi Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu yang akan di selenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Agustus 2018
Pukul : 13.00 WITA s/d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Bawaslu Kota Samarinda
Acara : sidang Mediasi Perkara Pengketa Proses pemilu 2019

Bakal Caleg DPRD Kota Samarinda

sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia nomor 6109), Maka para pihak untuk menghadiri agenda
mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Demikian Pemanggilan lni di sampaikan atas kehadirannya di ucapkan
terimakasih.

Samarinda, 20 Agustus 2018
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